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Abstrak
 

Penelitian ini berkaitan dengan problematika yuridis dalam lelang, yang bertujuan untuk mengetahui apakah

Pejabat Lelang berwenang untuk membeli barang bergerak yang dilelang dihadapannya. Penelitian ini

adalah Penelitian Yuridis Normatif yang dilengkapi dengan penelitian lapangan. Bahan hukum yang

dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Problematika

yuridis antara Vendu Reglement dan Vendu Instructie dan aturan pelaksananya yakni Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas I terkait dengan Pejabat Lelang untuk membeli

barang bergerak dalam lelang eksekusi dan non eksekusi yang dipimpinnya dapat disimpulkan bahwa karena

kedudukan Vendu Reglement dan Vendu Instructie lebih tinggi dari pada Peraturan Menteri Keuangan maka

secara yuridis Pejabat Lelang berwenang untuk membeli barang bergerak dalam lelangyang dilelang di

hadapannya. Tetapi dilihat dalam praktek, ternyata tidak ada Pejabat Lelang yang melakukan pembelian

barang bergerak yang dilelang di hadapannya. Dengan demikian ketentuan Vendu Reglement dan Vendu

Instructie tersebut kurang efektif. Pejabat Lelang cenderung mematuhi Peraturan Menteri Keuangan.

Mengingat hasil penelitian tersebut. Penulis berpendapat sebaiknya yang diubah adalah Vendu Reglement

dan Vendu Instructie, sebab kedua aturan tersebut merupakan peraturan zaman Hindia Belanda. Peraturan

mengenai lelang terutama mengenai Pejabat Lelang sebaiknya diatur dalam Undang-Undang yang telah

disesuaikan dengan situasi, kondisi dan perkembangan zaman yang terjadi di bidang lelang di Indonesia

sesuai dengan kepribadian dan kebudayaan bangsa Indonesia sehingga peraturan tersebut lebih

mencerminkan rasa keadilan, masyarakat sehingga diharapkan keberlakuannya pun akan lebih efektif.

......This research related to the auction juridical issues, which aims to determine whether the Auction

officials are authorized to purchase the moving goods which auctioned in front of him. This research is

normative juridical which equipped with field research. Legal materials used in this research are primary

legal materials and secondary legal materials. juridical issues between Vendu Reglement and Vendu

Instructie and rules implementing i.e., the Finance Minister Regulation Number 93/PMK.06/2010 About the

auction officials to purchase moving goods in execution and non-execution auction which led by him and it

can concluded that because the position of Vendu Reglement and Vendu Instructie are higher than the

Finance Minister regulation, hence in juridical way, auction officials areauthorized to purchase moving

goods whether in execution and non execution auction. practically, there are no auction officials who

purchase moving goods which auctioned in front of him. Thus the Vendu Reglement and Vendu Instructie

regulation are less effective. The Auction officials tend to adhere the finance minister. Regarding to these

research result, the authors has an opinion that Vendu Reglement and Vendu Instructie should be changed,
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because those regulations are the regulations product of Dutch East Indies era. Regulations regarding with

the Auction officials should be regulated in the Act that has been customized with the situation, conditions

and time developments that occurred in the field of auctions in Indonesia in accordance with the personality

and culture of Indonesian people so that regulation is more reflective of the justice in community so

hopefully the enforceability will be more effective.


